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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam
pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian pustaka (Zbrary research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang
sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam
menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang
ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer
maupun sumber sekunder. Dalam hal perlindungan pencegahan kekerasan seksual
terthadap anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum,
peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak
terutama hak-haknya. Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan
seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada
pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang
pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan
organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang
boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan
seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian
dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten
pornografi di dunia maya.
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PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak
adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.
Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Anak
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam

kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta
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mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan
Negara.

Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan,
menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal
28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD)
yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai
macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai
penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin
banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-
Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan
seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan
kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan
seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar
dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan
dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat
dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap
anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi
kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang
Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi
jahatnya.!

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak setiap hari, menjadi perhatian
khusus bagi semua pihak terutama pemerintah. Menyikapi hal tersebut maka
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

1 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11
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Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Nomor
35 Tahun 2014.

Kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius dan ini
merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan
seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini
menuntut adanya perlindungan terhadap anak. salah satu penyebab utama
munculnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah kurangnya
pendidikan, pengajaran, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan
masyarakat dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi.

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah
kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku
kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara
faktual, di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami
peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah
merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual
terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut
tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari
kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari
lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di
dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial
anak.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan
Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin
terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan
jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai

dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam
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melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus
didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan,
dan perlindungan atas Hak Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (Zbrary research), yaitu
penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang
dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang
dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya
dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer
maupun sumber sekunder.

Menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan
menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan vyaitu jenis penelitian yang
dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya
untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di
tempat-tempat lain.? Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian
kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah
dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang
telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan
PEMBAHASAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu
bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak
petlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, petlu
dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan

diskriminatif.3

2 Mahmud, Metode Penelltlan Pendidikan, CV. Pustaka Setia, Bandung 2011, hal.31

perlindungan-anak
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Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right
of the Child), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur
18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang belraku pada anak,
kedewasaan dicapai lebih awal”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU
Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai /fex specialist,
semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk
kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. 4

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi
muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi
bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak
mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan
upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan
tanpa diskriminasi.?

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah
pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John
W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak
sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam
pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi
indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan.
Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya

manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan

4 M. Nasir Djamil, Op. Cit.
5 Ibid
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menjadi penerus bangsa schingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan
sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat
jasmani dan rohani,maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang
berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu
upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan
hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.® Pentingnya posisi anak bagi
bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam
menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja
dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis
kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak
semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.” Pengertian dari Aspek
Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa
berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini
anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus sosial yang
lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak
dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu
sendiri. 8

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak
dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan
Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang
Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;

6 Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang
Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten
Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal. 5

7 Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Ana, Gramedia
Widiasarana, Jakarta, 2000, hal. 1

8 Beni Ahmad, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia Jakarta, 2007, hal. 37
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untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;

untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya
sendiri;

Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak
yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat
dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik
ckonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan,
penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;

untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang
dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan
lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku,

serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak
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yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi
setiap anak yang dirampas kebebasannya;

p. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku
kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan

q- mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang
menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-
Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan
ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai
kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik
fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya
keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam
kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum
merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya petlindungan
anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam
kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada
konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka
Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan
kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang
terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan
dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
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b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam
bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan
perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-
anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak
dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara
psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.”?

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan
tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau
mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab
untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab
negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-
Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan
pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali,
atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara
dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula
dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan
tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam
Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan
anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan

perlindungan anak.

9 Abu Hurairah, Op.Cit. hal.
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Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan
Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang
perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan
usaha, dan media massa. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak
mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua.
Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
c. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
d. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan

minatnya;

e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
f.  memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai
macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai
penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin
banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-
Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan
seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan
kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan
seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar
dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan
dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat
dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap
anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi
kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang
Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi

jahatnya. 10

10 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11
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Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang
besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan
peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga
ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak
pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan
dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak
yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu
untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Dalam Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak
disebutkan bahwa :

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakat.

2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari
kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (la), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan
luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan
pendidikan khusus.

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk
memperoleh perlindungan dari :

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

e. Pelibatan dalam peperangan; dan

f.  Kejahatan seksual.
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Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah adalah
suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih
tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual
anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas
seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari
alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan
hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak
(kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis),
melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-
seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk
memproduksi pornografi anak.!!

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah
kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanyan peningkatan komitmen
dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku
kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara
faktual, Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami
peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah
merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual
terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut
tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari
kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari
lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di
dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial
anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena
gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban

kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat

11 Abu Hurairah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Press, Bandung, 2012, hal. 89-
90
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mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan
seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada
masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang
berkepanjangan, bahkan hingga dewasa.

Persoalan ini berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak
ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang
menuju ke arah modern. Citra terhadap perempuan nyaris tidak berubah.
Bahkan dunia pendidikan memberikan sumbangan terhadap terjadinya
kekerasan karena melanggengkan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan
dalam keluarga, suami-istri, orang tua-anak, guru-murid, atasan-bawahan.
Walaupun sudah di tetapkannya Undang-Undang tentang perlindungan
terhadap anak, dalam hal kekerasan seksual namun menerapkannya belum
secara optimal dilakukan oleh pemerintah. Masih banyak kasus-kasus yang
tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat,
dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan
untuk anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak
terjadi di luar sana.

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan,
implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana
sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa
kasus di bawah ini :

a. kekerasan fisik dan psikis

b. kekerasan seksual

c. korban penyebarluasan pornografi
d. eksploitasi ekonomi

e. anak putus sekolah

f. anak jalanan

g. penyalahgunaan napza, dan lain-lan
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Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia,
Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-
hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak
pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan
hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan
dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan
martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam
kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun
perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai
generasi penerus di masa yang akan datang,.

Dari perspektif yuridis yang merujuk pada ketentuan KUHP tidak
ditemukan definisi secara jelas mengenai kejahatan kekerasan akan tetapi hanya
disebutkan dalam Pasal 89 “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya
disamakan dengan menggunakan kekerasan”, dari rumusan pasal tersebut
dapat dikatan bahwa kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan
disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang berakibat pingsan atau tidak
berdaya. Dengan berkembangnya jaman, pemahaman kekerasan dapat
dilakukan dengan ancaman (psikologis) dan tindakan nyata (fisik).12

Secara umum jika mendefinisikan pelecehan seksual adalah segala
macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal
seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang
menjadi sasaran schingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah,
benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban
pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi
main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno,

cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan

12 Hj. Mia Amalia, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak
Dan Penangananya Di Wilayah Hukum Cianjur, Jurnal Mimbar Justitia Vol. II No. 01 Edisi
Januari-Juni 2016
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tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-
iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.
Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak
diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat
mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan
sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan
seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas,
lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang
disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual,
tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak
langsung (imsplici?). 1
Komnas Perempuan mengidentifikasi kekerasan seksual memiliki 15
bentuk, yaitu:
Perkosaan,
intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan,
pelecehan seksual,
cksploitasi seksual,
perdagangan perempuan untuk tujuan seksual,
prostitusi paksa,
perbudakan seksual,

pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung,

N R B A S A

pemaksaan kehamilan,

—_
e

pemaksaan aborsi,

—_
—_

. pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi,

—_
[\

. penyiksaan seksual,

—_
SN

. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual/diskriminatif,

[EN
A

praktik  tradisi bernuansa  seksual yang membahayakan atau

mendiskriminasi perempuan,

P N.K. Endah Triwijati, Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, Fakultas Psikologi Universitas

Surabaya.
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15. kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas

dan agama.

Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung

dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya

perlindungan secara langsung diantaranya meliputi:

1.

N kW

pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu
yang membahayakan,

pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan
anak, pengawasan,

penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya,
pembinaaan ( mental, fisik, sosial),

pemasyarakatan pendidikan formal dan informal,

pengasuhan (asah, asih, asuh),

pengganjaran (reward),

pengaturan dalam perundang-undangan.

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi :

1. pencegahan orang lain merugikan,

2. mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-
undangan,

3. peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan
kewajibannya,

4. penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga,

5. pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak,

0. pembinaan ( mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang
bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak,

7. penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.14

Kekerasan seksual menurut pandangan Russel dalam buku Yohannes
Fery yakni :

14 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 1996, hal. 6
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Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual anal, oral dan
oral genital seks.

Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan
berhubungan seksual di depan anak, memperlihatkan situs maupun
gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat
kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan
seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti
kekerasan seksual yang sangat serius.

Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas

anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa.!>

Bentuk pelecehan seksual dapat dikatagorikan menjadi :

a.

Pelecehan seksual Verbal

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud

ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada

sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

1)

2)
3)

4)

Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan
pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak
dikhususkan membahas seputar seksual.

Bersiul-siul yang berorientasi seksual.

Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara
seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang
tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.

Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-
bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin
seseorang.

Pelecehan seksual non verbal

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila

dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan

berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan

5 Yohannes Ferry, Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja, PT. Rajawali, Jakarta, 1997, hal. 2
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akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya,

misalnya :

1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal
ataupun dihadapan umum,

2)  Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,

3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

c. Pelecehan seksual secara fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah

terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat

misalnya :

1)

Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan

oleh korban.

2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.

3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.
Abdul wahid menjelaskan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual

adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika
berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk
berbuat tidak senonoh dan jahat.

2) Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang
semakin bebas.

3) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma
keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.

4) Tingkat kontrol masyarakat (soczal control) yang rendah artinya berbagai
prilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma
keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-
unsur masyarakat.

5) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan

yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat

tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.
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Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu
seksualnya. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas
dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan prilaku korban yang
dianggap menyakiti dan merugikannya.16

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mempengaruhi

kondisi psikologisnya, seperti:

1.

Rasa Percaya : karena menjadi korban kekerasan seksual dapat merusak
pemikiran korban bahwa dunia adalah tempat yang aman dan menggangeu
kemampuan korban untuk mempercayai orang lain. Ini mungkin sangat
sulit jika korban memiliki hubungan yang dekat dengan pelaku

Harga Diri : Korban mungkin menyalahkan diri sendiri atas kekerasan itu,
meskipun bukan salah korban. Korban mungkin akan sulit untuk merasa
baik tentang dirinya atau berharap akan masa depan.

Mengatasi Stres : Korban mungkin akan memiliki banyak perasaan negatif,
yang membuatnya sulit untuk mengatasi stres di kehidupan sehari-hari.
Impulsivitas  :  Impulsivitas berarti bertindak tanpa memikirkan
konsekuensinya yang bisa menyebabkan melakukan hal yang beresiko.
Rasa Marah : Korban mungkin akan merasa sulit untuk mengendalikan
rasa marahnya.

Disosiasi : Dengan disosiasi, pikiran korban “memisahkan” dirinya dari
peristiwa untuk melindungi diri. Korban mungkin mengalami kesulitan
untuk mengingat apa yang terjadi, merasa seperti dunia di sekitar korban
tidak nyata atau merasa korban tidak berada di dalam tubuhnya. Ini adalah
reaksi umum terhadap rasa sakit dan rasa takut.

Melukai Diri Sendiri : Korban bisa membahayakan diri sendiri, tetapi
bukan berniat untuk bunuh diri. Ini adalah salah satu cara korban untuk

mengatasi pemikiran atau perasaan yang sulit.!”

16 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan

Seksual, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 72

17 http://yayasanpulih.org/2020/06 /kekerasan-seksual-pada-anak
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Dampak kekerasan yang terjadi terhadap anak secara fisik, psikis, dan
seksual dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka memar, patah tulang, pingsan,
luka ringan dan luka berat sehingga dapat mengalami kematian.

2. Kekerasan Psikis dapat mengakibatkan kecemasan yang berlebihan, rasa
takut, tidak percaya diri, trauma, emosi dan depresi yang mendalam.

3. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan,
kerusakan pada organ reproduksi, hilangnya virginitas, serta mengalami
gangguan jiwa hingga dapat melakukan bunuh diri.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perUndang-
Undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak Undang-Undang
No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 22
Tahun 2004 tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan di
dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Melihat perangkat
hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat,
sehinggga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

Dalam hal ini juga aparat keamanan seharusnya lebih memperketat
terjadinya kekerasan yang terjadi, maka dari itu Kewajiban dan tanggung jawab
negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur oleh Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu:

a. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah
daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan
hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,
etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik
dan/atau mental.

b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah
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berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana,
prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan
perlindungan anak.

c. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah
daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain
yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.8 d. Pasal 24
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak
untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai
dengan usia dan tingkat kecerdasan anak

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas
orang tua dan masyarakat tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut. Negara
adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi

yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. 18

Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual
terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku
sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang
pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan
pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu
organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan
cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi
dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan
penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.

Dalam konteks penindakan, ada baiknya pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat membuat regulasi yang mewajibkan pemberi layanan

kesehatan memberikan informasi kepada polisi atas dugaan kekerasan terhadap

18 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, jakarta,
2009, hal. 7.
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anak. Pemerintah juga perlu memperkuat efek jera kepada terpidana kekerasan
seksual terhadap anak dengan tidak memberikan hak-hak narapidana, seperti
remisi, pembebasan bersyarat, dan grasi. Ini dengan pertimbangan bahwa
pelaku memiliki potensi mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari.
KESIMPULAN

Dalam hal perlindungan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak
dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum, peran
masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak
terutama hak-haknya.

Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual
terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku
sebaiknya ditkuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang
pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan
pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu
organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan
cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi
dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan
penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial
yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat
kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang
terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam
memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem,
yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga,sistem
peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk
mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat
SARAN

Melihat Kasus-kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan

seksual semakin meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah diharapkan bisa
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mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara
mengeluarkan  kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah yang
menangani perlindungan anak. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku
kekerasan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah

dikeluarkan.
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